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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris

adalah lembaga yang memberikan pembinaan dan menjamin perlindungan hukum bagi notaris. Namun

terdapat permasalahan yang memperlihatkan bahwasanya Majelis Kehormatan Notaris tidak melaksanakan

fungsi tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sikap diam yang dilakukan oleh

Majelis Kehormatan Notaris terhadap permohonan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penyidik,

penuntut umum, atau hakim. Notaris Ev merupakan notaris yang dirugikan atas sikap diam yang dilakukan

oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas

eksistensi Majelis Kehormatan Notaris beserta upaya hukum atas sikap diam yang dilakukan oleh Majelis

Kehormatan Notaris yang terdapat dalam kasus Notaris Ev. Data yang digunakan dalam penelitian ini

berupa data primer dan sekunder. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif. Alat pengumpulan data

berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil analisa menjelaskan bahwasanya harmonisasi antara Majelis

Kehormatan Notaris dengan aparat penegak hukum masih belum terlaksana dengan baik. Sehingga

perlindungan hukum terhadap jabatan notaris belum terlaksana secara seksama. Penelitian ini mencoba

menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak berfungsi

sebagai semestinya dalam memberikan perlindungan hukum bagi jabatan notaris. Upaya hukum yang

dimaksud yaitu melalui gugatan fiktif positif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan penerapan

asas fiktif positif yang dianut pemerintah semenjak penerapan perubahan Undang-Undang Administrasi

Negara Nomor 30 Tahun 2014.

......This study discusses the existence of the Notary Honorary Council. The Notary Honorary Council is an

institution that provides guidance and guarantees legal protection for notaries. However, there are problems

that show that the Notary Honorary Council does not carry out this function. The problem in this research is

regarding the silence carried out by the Notary Honorary Council towards the request for a summons to a

notary submitted by investigators, public prosecutors, or judges. Notary Ev is a notary who is harmed by the

silence carried out by the Notary Honorary Council in the cases discussed in this study. This study will

discuss the existence of the Notary Honorary Council along with legal remedies for the silence carried out

by the Notary Honorary Council in the case of Notary Ev. The data used in this study are primary and

secondary data. The data analysis was carried out qualitatively. Data collection tools in the form of

document studies and interviews. The results of the analysis explain that the harmonization between the

Notary Honorary Council and law enforcement officers has not been carried out properly. So that the legal

protection of the position of a notary has not been carried out thoroughly. This study will try to analyze the

legal remedies that can be taken if the Notary Honorary Council does not function properly in providing
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legal protection for the position of a notary. The legal remedy in question is through a positive fictitious

lawsuit to the State Administrative Court. Based on the application of the positive fictitious principle

adopted by the government since the implementation of the amendment to the State Administration Law

Number 30 of 2014.


